
 

 

 

 

 
BUPATI NUNUKAN 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA  

 

PERATURAN BUPATI NUNUKAN 
NOMOR  5  TAHUN  2017 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN  

NOMOR 1  TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN  

PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI NUNUKAN, 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka meningkatan kesejahteraan 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Nunukan, Pemerintah Daerah telah 

menetapkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Tunjangan Tambahan 

Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Nunukan; 

  b. bahwa Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan 

berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Tunjangan Tambahan 

Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Nunukan, masih 

menunjukan perbedaan antara Pejabat Definitif 

dengan Pejabat Pelaksana Tugas pada Eselon II dan 

Eselon III, sementara secara faktual menunjukan 

bahwa tingkat kesulitan, beban kerja, tanggung 

jawab dan dampak yang diemban oleh Pejabat 

Pelaksana Tugas pada Eselon II dan Eselon III sama 

dengan Pejabat Definitif; 

  c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Kebijakan atau 

Kriteria Pemberian Tunjangan Tambahan 

Penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

SALINAN 



 

 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Tunjangan Tambahan 

Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Nunukan; 

 

Mengingat      :   1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2.    Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 

Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang 

Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3962); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik 

Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 

Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4587); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  5135); 

11. Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017  Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  6041); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8); 

 
 

 
 



 

 

 

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 1 TAHUN 

2015 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN  

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN. 

 

Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 1 Tahun 

2015 tentang tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Berita 

Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 1), diubah menjadi 

sebagai berikut: 

 

 

Pasal 3 

 

(1) Pemberian  TTP yang diatur dalam Peraturan  Bupati ini diberikan  

berdasarkan : 

a. Beban Kerja; dan/atau 

b. Tempat/Wilayah Tugas. 

(2) Pemberian TTP  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan  

kepada PNS berdasarkan : 

a. Jabatan Struktural; 

b. Jabatan Fungsional; 

c. Golongan; atau  

d. Jabatan Tertentu. 

(3) Jabatan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 

meliputi Ajudan dan Pelaksana Tugas (Plt). 

(4) Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah PNS 

yang dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada jabatan struktural 

Eselon II, Eselon III dan Eselon IV. 

(5) Khusus untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan atau dipekerjakan 

di Pemerintah Daerah, tidak boleh menerima TTP dari Pemerintah 

Kabupaten Nunukan apabila telah menerima TTP atau yang 

dipersamakan dari instansi induknya. 

 

  

 

 

 

 



 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Nunukan. 

 

 

Ditetapkan di Nunukan 

pada tanggal, 2 Maret 2017 
 

BUPATI NUNUKAN, 

 

             ttd 

 

ASMIN LAURA HAFID 

 

 
Diundangkan di Nunukan 
pada tanggal, 2 Maret 2017 
 
 

 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, 
                      ttd 

            TOMMY HARUN 
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2017 NOMOR 5 

 

 

 

 


